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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau 

kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 

pemantauann lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan dan 

pengelolaan hidup di Kota Yogyakarta belum berjalan sesuai amanat yang 

tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengawasan hanya 

akan dilakukan apabila ada laporan khusus terkait usaha yang telah 

memiliki SPPL. 

2. Belum berjalannya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL 

terkendala beberapa faktor berikut: 

a. Minimnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta sehingga tidak mampu menjalankan pengawasan terhadap 

seluruh pelaku usaha yang memiliki dokumen SPPL. 

b. Alokasi anggaran dirasa kurang memadai untuk menjalankan seluruh 

tugas dengan optimal. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan 

saran agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu mulai melakuan 

pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang memiliki SPPL 

di Kota Yogyakarta sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, atau setidak-tidaknya mulai menjalankan kewajiban pelaporan hasil 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap enam bulan bagi setiap 

pelaku usaha yang memiliki SPPL sebagai bentuk pengawasan tidak langsung 

sesuai amanat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup 
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